
Pada 17 November 2021, Komisi Eropa merilis proposalnya untuk Peraturan tentang produk bebas deforestasi. Proposal ini 
bertujuan untuk mencegah agar komoditas dan produk turunan tertentu yang menyebabkan deforestasi tidak masuk ke pasar Uni 
Eropa (UE). Proposal ini akan dibahas oleh Parlemen Eropa dan Dewan di sepanjang tahun 2022, sebelum menjadi undang-undang. 
Jadi, apa isi proposal ini—dan apa saja kelemahan dan kekuatannya? 

Peraturan ini menargetkan enam komoditas: kopi, kakao, produk ternak, minyak sawit, kedelai, dan kayu, serta produk turunan 
seperti kulit, cokelat, dan mebel. Peraturan ini mengusulkan agar sebelum menempatkan yang mana pun dari produk-produk 
tersebut di pasar UE, operator dan pedagang harus menerapkan uji tuntas dengan menunjukkan bahwa komoditas tersebut tidak 
ditanam atau dibiakkan di atas tanah yang mengalami deforestasi atau degradasi setelah 31 Desember 2020, dan bahwa komoditas 
tersebut telah diproduksi menurut undang-undang di negara produsen.

Di antaranya, proses uji tuntas mengharuskan perusahaan untuk menyatakan kepada otoritas tentang koordinat lokasi  
tempat produk tersebut dihasilkan. Perusahaan harus mengumpulkan informasi, melakukan penilaian risiko, dan melakukan 
langkah-langkah mitigasi jika diperlukan.

Negara produsen atau wilayah produsen sub nasional akan diberi level risiko menurut sistem peringkat risiko tiga tingkat (rendah, 
menengah, dan tinggi). Produk yang berasal dari negara berisiko tinggi akan membutuhkan pemeriksaan yang lebih ketat oleh 
Otoritas Berwenang, dan perusahaan yang mengambil produk dari negara berisiko tinggi akan melalui lebih banyak tahapan 
pengecekan sebagai bagian dari uji tuntas. Negara-negara akan diberi peringkat risiko melalui peraturan pelaksanaan terpisah, 
dengan mempertimbangkan isu-isu seperti laju deforestasi, tren produksi komoditas, kerangka hukum nasional di negara 
produsen, dan apakah emisi yang terkait dengan Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan lainnya tercakup di dalam 
Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional negara tersebut kepada Perjanjian Paris. Peringkat risiko akan mempertimbangkan 
juga apakah negara produsen dan UE telah dan sedang melaksanakan perjanjian yang akan membantu memfasilitasi kepatuhan 
terhadap Peraturan tentang produk bebas deforestasi. Perjanjian tersebut harus melibatkan masyarakat setempat, LSM negara 
produsen, dan petani kecil. 

Otoritas Berwenang di Negara Anggota akan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah 
komoditas mematuhi Peraturan, serta  pemeriksaan atas  operator yang menempatkan komoditas di pasar UE dan pedagang yang 
kemudian membeli dan menjualnya. Otoritas akan melakukan pemeriksaan lebih sering terhadap produk-produk yang berasal 
dari negara berisiko tinggi dan operator dengan rekam jejak buruk. Setiap Otoritas harus memeriksa setidaknya lima persen dari 
operator yang menangani komoditas terkait serta lima persen dari setiap komoditas terkait. Untuk kasus berisiko tinggi, tingkat 
pemeriksaan minimum naik menjadi 15 persen.

Hukuman atas pelanggaran mencakup denda, penyitaan komoditas, penyitaan penerimaan, dan/atau dikeluarkan dari kontrak 
pengadaan.
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	 TIDAK ADA JALUR HIJAU UNTUK SERTIFIKASI 
 

Perusahaan dapat menggunakan sertifikasi sebagai bagian 
dari prosedur mereka untuk melakukan penilaian risiko—
tetapi sertifikasi tidak dapat digunakan sebagai pengganti 
pelaksanaan uji tuntas. Keterlacakan rantai pasok secara penuh 
adalah hal wajib. Ini adalah kabar baik karena banyak investigasi 
telah menemukan deforestasi dan pelanggaran lainnya yang 
dihubungkan dengan produk-produk yang disertifikasi bahkan 
oleh lembaga sertifikasi paling “bereputasi”. Memberikan “jalur 
hijau” kepada sertifikasi akan menciptakan celah besar dalam 
Peraturan.

	 MEKANISME PENEGAKAN YANG LEBIH TEGAS  
	 DARIPADA PERATURAN KAYU UE 
 
Mekanisme penegakan Peraturan lebih tegas daripada 
mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kayu UE. Ini penting 
karena Peraturan Kayu UE telah menghadapi masalah 
penegakan. Peraturan ini mencakup persyaratan baru, seperti 
kewajiban perusahaan untuk secara proaktif menunjukkan 
kepatuhan terhadap Otoritas Berwenang (laporan uji tuntas); 
harus memberikan koordinatlokasi (untuk menautkan 
komoditas dan produk ke bidang tanah tempat produksinya), 
peningkatan kerja sama dengan bea cukai; dan tingkat inspeksi 
minimum. Penerapan deklarasi impor akan memberikan 
informasi untuk membuat operator bertanggung jawab.

	 MEMBANGUN ALAT UTAMA LAIN UNTUK 
	 MEMASTIKAN LEGALITAS KAYU 
 
UE telah mengumumkan bahwa dua  peraturan inti 
mereka, yaitu Peraturan Penegakan Hukum, Tata Kelola, 
dan Perdagangan Hutan (FLEGT) dan Perjanjian Kemitraan 
Sukarela (VPA) akan dipertahankan dan bahwa Peraturan 
tentang produk bebas deforestasi akan bekerja bersama-sama 
dengan FLEGT.  Ini adalah langkah positif karena ini berarti 
bahwa Peraturan baru ini dapat membangun berbagai upaya 
sebelumnya yang berhasil untuk meningkatkan tata kelola 
hutan dan mengendalikan pembalakan liar.

Peraturan baru ini menetapkan bahwa izin FLEGT hanya 
memberi bukti legalitas, artinya bahwa perusahaan 
pengekspor kayu harus menunjukkan juga bahwa produksi 
kayu tidak menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan. 
Penting untuk mengetahui bahwa negara-negara yang telah 
mengadakan VPA dengan UE telah mendedikasikan waktu 
dan sumber daya yang signifikan untuk mematuhi Peraturan 
FLEGT dan mungkin sekarang merasa bahwa tujuannya 
berubah. Tentunya ini tidak berarti bahwa Peraturan baru harus 
diperlunak, tetapi Komisi Eropa harus memberikan dukungan 
memadai bagi negara-negara VPA untuk menunjukkan 
dan/atau memastikan bahwa sistem perizinan mereka juga 
mematuhi kriteria bebas deforestasi dalam Peraturan baru.

	 DEFINISI BERMASALAH 
 
Usulan definisi dalam Peraturan baru memiliki beberapa 
kelemahan yang harus diatasi.  Contohnya, definisi 
hutan tidak membedakan secara jelas antara hutan dan 
perkebunan alami, artinya bahwa konversi hutan menjadi 
kebun pohon tidak terkualifikasi sebagai deforestasi 
– meskipun dapat dianggap sebagai degradasi hutan. 
Sayangnya, definisi degradasi hutan juga begitu tidak jelas 
sehingga kerap kali tidak akan dapat diterapkan - sehingga 
membuka risiko bahwa pendorong degradasi hutan, seperti 
penebangan kayu secara berlebihan dari hutan-hutan di 
Eropa, tidak akan teratasi. 

	 TENTANG PENGECUALIAN BAGI BEBERAPA  
	 PERUSAHAAN, TERMASUK SEKTOR KEUANGAN 
 
Meskipun Peraturan mewajibkan agar semua operator 
mengumpulkan informasi, melakukan penilaian risiko, 
dan melakukan langkah-langkah mitigasi, operator yang 
merupakan Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak harus 
melakukan pelaporan tahunan terbuka tentang sistem uji 
tuntas mereka. Hal ini dapat menciptakan celah karena 99 
persen dari perusahaan di UE dianggap UKM. Ini mungkin 
terlihat seperti statistik yang mengejutkan, tetapi UKM dapat 

memiliki sampai 250 karyawan, dan omzet tahunan €40 juta. 
Satu hal penting lain yang terabaikan adalah tidak adanya 
ketentuan untuk sektor keuangan dan investasi.

Celah terakhir yang memungkinkan terbuka dengan tidak 
mewajibkan operator yang memperoleh produk dari 
negara berisiko rendah untuk melakukan penilaian risiko 
dan langkah-langkah mitigasi risiko dalam proses uji tuntas. 
Ini dapat menyebabkan produk dari negara berisiko tinggi 
diproses secara ilegal di negara berisiko rendah.

	 TERBATASNYA JUMLAH KOMODITAS YANG  
	 TERCAKUP 
 
Daging sapi, kakoa, kopi, minyak sawit, kedelai, dan kayu 
tercakup dalam Peraturan, serta produk turunan seperti 
cokelat, kulit, dan mebel. Komoditas bermasalah seperti karet 
tidak tercakup. Karet tidak termasuk karena data diambil dari 
Penilaian Dampak Komisi Eropa, tetapi para pakar karet dan 
akademisi telah menunjukkan bahwa data dalam Penilaian 
ini memiliki kekurangan dan karet memiliki dampak yang 
jauh lebih besar pada deforestasi daripada yang dinyatakan. 
Hal lain yang juga mengkhawatirkan adalah daging kalengan 
tidak termasuk.
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PENILAIAN CEPAT FERN ATAS PERATURAN 
TERSEBUT

https://www.ethicalconsumer.org/food-drink/rspo-criticisms-investigated
https://www.greenpeace.org/international/publication/46812/destruction-certified/
https://www.earthsight.org.uk/news/blog-fsc-hall-of-shame-the-ethical-wood-label-long-list-of-scandals
https://www.cifor.org/knowledge/publication/7566/
https://www.cifor.org/knowledge/publication/7566/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_small_and_medium-sized_enterprises


	 PERINGKAT RISIKO NEGARA YANG TIDAK JELAS DAN  
	 TIDAK LENGKAP 
 
Peraturan ini menyebutkan bahwa Komisi Eropa akan 
menerapkan pemeringkatan risiko tiga tingkat terhadap 
negara ketiga atau wilayah sub nasional. Peringkat akan 
didefinisikan melalui peraturan pelaksanaan terpisah, 
dengan mempertimbangkan isu-isu seperti laju deforestasi, 
tren produksi komoditas, kerangka hukum nasional di 
negara produsen, dan apakah emisi penggunaan lahan 
tercakup di NDC negara tersebut. Peringkat risiko akan 
mempertimbangkan juga apakah negara produsen dan 
UE telah dan sedang melaksanakan perjanjian yang akan 
memfasilitasi kepatuhan terhadap Peraturan tentang 
produk bebas deforestasi (seperti dalam sebuah VPA). 
Perjanjian-perjanjian tersebut harus melibatkan masyarakat 
setempat, masyarakat sipil di negara produsen, dan petani 
kecil. Proposalnya adalah penilaian ini akan dilakukan oleh 
Komisi Eropa secara sepihak, meskipun dinyatakan bahwa 
Komisi Eropa akan menginformasikan kepada negara-negara 
tentang rencana untuk mengubah peringkat risiko dan 
memberi mereka waktu untuk merespons. 

Karena Peraturan ini mewajibkan kepatuhan terhadap 
ketentuan bebas deforestasi dan legalitas, kedua bidang 
tersebut harus dipertimbangkan dalam proses menentukan 
risiko sebuah negara. Proposal ini mencakup beberapa 
kriteria tolok ukur dalam undang-undang nasional, tetapi 
hanya kriteria yang merujuk pada deforestasi dan degradasi 
hutan. Proposal ini tidak menyebutkan undang-undang 
nasional atau standar internasional tentang hak pemangkuan 
lahan, Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa 
Paksaan (Padiatapa/FPIC), transparansi atau bagi manfaat 
untuk masyarakat.  Oleh karena itu, negara-negara dapat 
ditetapkan sebagai negara risiko rendah—yang secara 
signifikan meringankan ketentuan uji tuntas - meskipun 
berisiko tinggi melanggar hak pemangkuan lahan 
masyarakat. 

Penting juga bahwa tolak ukur tidak sekadar mengakui 
adanya perjanjian, tetapi bagaimana perjanjian itu 
dilaksanakan.  Ada banyak pertanyaan yang harus diklarifikasi 
seperti apakah pemeringkatan risiko akan dilakukan di 
tingkat nasional atau wilayah sub nasional dan apakah akan 
dilakukan per komoditas.

	 VISI YANG KURANG TEGAS UNTUK KEMITRAAN 
 
Peraturan ini mengakui kebutuhan kolaborasi dengan 
negara-negara produsen untuk mengidentifikasi 
langkah-langkah dukungan, memperkuat kapasitas, 
dan membahas kebijakan pemerintah. Peraturan ini 
juga mengakui bahwa kemitraan ini harus mencakup 
para pemangku kepentingan dan pemegang hak. 
Tetapi, naskah usulan Peraturan ini terlalu samar dalam 
memberikan kejelasan tentang bentuk kemitraan ini. Agar 
efektif, kemitraan ini harus mencakup insentif dagang 
dan membantu penghidupan setempat, serta peta jalan 
perubahan yang akan terwujud di dalam negeri. Kemitraan 
ini harus juga dikembangkan melalui proses para pihak 
termasuk perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat 
Setempat, dan petani kecil.

	 TANGGAL SELESAI YANG TERLAMBAT 
 
Peraturan yang diusulkan menyatakan bahwa hanya 
produk-produk yang terkait dengan deforestasi yang terjadi 
setelah 30 Desember 2020 yang tidak boleh diberi akses 
ke pasar. Ini lima tahun lebih lambat daripada tanggal 
yang diusulkan oleh Parlemen Eropa dan akan menerima 
deforestasi yang terjadi belakangan ini. Peraturan ini harus 
belajar dari moratorium kedelai dan Peraturan Hutan di 
Brazil, yang menggunakan tanggal lebih awal, misalnya 2008.
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	 PERATURAN INI HANYA BERTUJUAN UNTUK  
	 MERAPIKAN RANTAI PASOK UE  
 
Pasal 1 Peraturan ini dengan jelas menyatakan bahwa tujuan 
legislasi ini adalah untuk meminimalkan kontribusi UE 
pada deforestasi, degradasi hutan, emisi gas rumah kaca, dan 
kehilangan keragaman hayati global.

Fokus yang terbatas ini berarti bahwa Peraturan ini 
akan menstimulasi rantai pasok tersegregasi di mana 
produk-produk “bersih” menuju ke UE, tetapi deforestasi 
global berlanjut.

	 KEGAGALAN MEMASUKKAN STANDAR  
	 INTERNASIONAL UNTUK HAK PEMANGKUAN ADAT  
 
Sangat mengkhawatirkan bahwa Peraturan ini didasarkan 
atas kepatuhan terhadap undang-undang nasional daripada 
menghormati standar internasional untuk hak pemangkuan 
adat (terutama hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat 
Setempat/IPLC). Legislasi nasional sering tidak jelas atau 
bertentangan dengan hukum adat atau hukum internasional, 
sehingga penggunaannya sebagai dasar peraturan 
menciptakan kebingungan hukum bagi perusahaan dan 
otoritas berwenang. Oleh karena itu, penghormatan 
terhadap standar hak asasi manusia internasional, terutama 
hak pemangkuan adat masyarakat, harus tegas di dalam 
Peraturan ini. Selain itu, Pasal 28 (“kerja sama dengan negara 
ketiga”) harus menyatakan bahwa kemitraan dengan negara 
ketiga harus mencakup proses demarkasi dan mengakui hak 
pemangkuan masyarakat sesuai dengan Pedoman Sukarela 
untuk Tata Kelola Hak Pemangkuan (VGGT) yang berlaku 
internasional. Ini akan membantu memperjelas situasi hukum 
di dalam negeri sehingga kewajiban perusahaan jelas dan 
Otoritas Berwenang mengetahui hal yang akan diperiksa.

	 LINGKUP EKOSISTEM YANG TERBATAS

Tidak hanya hutan alami, tetapi juga sabana, lahan basah, 
dan padang rumput dengan keragaman hayati tinggi yang 
terancam oleh produksi kedelai dan produk ternak. Dalam 
hal minyak sawit, khususnya lahan gambut terancam bahaya. 
Setelah Peraturan baru ini mulai bekerja untuk melindungi 
hutan, ada risiko bahwa kerusakan ekosistem-ekosistem 
ini akan meningkat. Oleh karena itu, merupakan hal yang 
positif bahwa usulan Peraturan ini memuat tinjauan potensi 
penerapannya pada ekosistem lain selambat-lambatnya dua 
tahun setelah mulai diberlakukan. 

	 TIDAK ADA AKSES KE KEADILAN 
 
Definisi hukuman lebih sempurna dibandingkan definisi 
yang dimuat di EUTR. Peraturan baru ini menciptakan 
peluang untuk mengajukan hal yang dapat dibuktikan, dan 
memberi akses pengadilan untuk memeriksa hal yang dapat 
dibuktikan yang menurut pihak tersebut belum sepenuhnya 
dipertimbangkan dan ditangani. 

Peraturan ini memuat Pasal 30 tentang “akses ke keadilan”, 
tetapi sayangnya, sangat sedikit untuk dapat membuat 
pasal ini berfungsi. Tidak ada mekanisme bagi masyarakat 
yang haknya telah dilanggar oleh pelanggaran Peraturan 
untuk memperoleh kompensasi, dan hukuman hanya 
terkait dengan kerusakan lingkungan, alih-alih kerusakan 
yang terkait dengan pelanggaran undang-undang negara 
produsen. Tidak ada juga kejelasan tentang siapa yang akan 
menerima denda yang dibayar oleh perusahaan pelanggar 
Peraturan, tetapi tampaknya denda akan tetap berada di 
Otoritas Berwenang karena tujuan denda yang dinyatakan 
adalah untuk “secara efektif mencabut manfaat ekonomi 
yang didapatkan dari pelanggaran oleh pihak-pihak yang 
bertanggung jawab [atas kerusakan lingkungan]”, alih-alih 
untuk memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang 
terdampak negatif. 

	 TIDAK MEMADAINYA DUKUNGAN DAN  
	 LANGKAH-LANGKAH PENDAMPING UNTUK PETANI  
	 KECIL   
 
Peraturan ini memuat sangat sedikit langkah untuk 
membantu petani kecil memenuhi ketentuan. Dalam 
beberapa sektor, seperti kakao dan minyak sawit, petani 
kecil bertanggung jawab atas bagian signifikan dalam 
produksi. Perjanjian negara produsen yang disebutkan dalam 
Peraturan harus berfokus untuk membantu petani kecil dan 
Peraturan harus mewajibkan operator, sebagai bagian dari uji 
tuntasnya, untuk melakukan upaya-upaya wajar membantu 
petani kecil memenuhi syarat kepatuhan. Seluruh informasi 
relevan yang dihasilkan selama negosiasi dan pelaksanaan 
Peraturan (termasuk peta) harus dapat diakses dan dimiliki 
oleh petani kecil yang terkait. Untuk detail lebih lanjut 
tentang cara melakukan pendekatan yang ramah petani 
kecil, lihat laporan kami Mencakup petani kecil dalam aksi UE 
untuk melindungi dan memulihkan hutan dunia.  

Materi ini telah dibuat dengan bantuan keuangan dari Kementerian Kerja Sama 
Perdagangan dan Pembangunan Asing Belanda, Lembaga Kerja Sama Internasional 
Jerman (GIZ), Program Hidup Uni Eropa, Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Norwegia 
(NICFI), dan Lembaga Internasional, Persemakmuran, dan Pembangungan UK.  Isi 
publikasi ini merupakan tanggung jawab penuh Fern dan dengan cara apa pun tidak 
dapat dianggap mencerminkan pendapat para donor.

Fern 

Rue d’Edimbourg 26,  

1050 Brussels, Belgium 

www.fern.org
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